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Hal :  Pengisian Survey Mandiri

dan Penilaian Evaluasi Mandiri
Zona Integritas

Kepada Yth.
1. Ketua Pengadilan Tinggi
2. Ketua Pengadilan Negeri
di
Seluruh Indonesia

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan
dan Evaluasi Zona Integritas 2023, yang menyebutkan bahwa bagi setiap
satuan kerja yang akan mengusulkan pembangunan dan evaluasi Zona
Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) wajib melaksanakan
survei mandiri yang terdiri atas Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan

Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK).

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang akan diusulkan pembangunan
dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK, diminta untuk melaksanakan

survei mandiri tersebut dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Melaksanakan survei mandiri melalui aplikasi SISUPER pada tempat
yang telah disediakan (screenshot terlampir).

2. Survei dilaksanakan mulai tanggal 22 April 2024 s.d. 3 Mei 2024.

3. Jumlah responden minimal schanyak 30 orang.

4. Penentuan responden adalah pengguna layanan yang telah menerima
layanan secara paripurna terhadap layanan Pengadilan.

S. Apabila jumlah responden dalam jangka waktu tersebut tidak
mencapai jumlah minimal, maka satuan kerja dapat mengambil

responden dari penerima layanan dalam waktu 3 bulan terakhir,



7. Mengirimkan softcopy Layanan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan
(SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang sudah
ditandatangani olech pimpinan satuan kerja ke alamat link
bit.ly/survei_zi badilum selambat-lambatnya tanggal 6 Mei 2024.

8. Adapun pelaksanaan evaluasi mandiri terhadap Pengadilan Negeri
dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, sedangkan pelaksanaan cvaluasi
mandiri terhadap Pengadilan Tinggi dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum. Pelaksanaan ecvaluasi mandiri
dilakukan sejak tanggal 6 s.d. 13 Mei 2024, Pcngadilan Tinggi
diminta untuk mengirimkan Hasil Evaluasi Mandiri paling lambat
tanggal 14 Mei 2024 .

9. Mengirimkan hasil nilai penilaian mandiri satuan kerja dan nilai hasil
evaluasi Pengadilan Negeri yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi
serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang sudah
ditandatangani oleh pimpinan satuan kerja (bermaterai) scbagaimana
format terlampir ke alamat link bit.ly/evaluasi_zi_pn paling lambat
tanggal 14 Mei 2024,

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan scgera
dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
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Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

Kesesuaian dan Kebenaran Data dan Informasi yang
disampaikan dalam Monitoring dan Evaluasi ZI

Kepada Yth.
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Mahkamah Agung Republik Indonesia
di-

Jakarta

Sehubungan dengan Pembangunan Zona Integritas (ZI) berpredikat WBK Dircktorat
Jenderal Badan Peradilan Umum dan hasil monitoring serta evaluasi oleh TPl untuk
disampaikan kepada TPN di Tahun 2024, dengan ini saya yang bertandatangan di bawah ini:
Nama : [diisi nama pimpinan selaku Ketua Zl]

Jabatan D et et e

Alamat R

Menyatakan bahwa setiap data pendukung yang kami sampaikan terkait dengan data
dukung dan informasi pengisian LKE baik pada komponen pengungkit maupun komponen hasil

telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dan disampaikan untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya dan jika terdapat kondisi yang berbeda maka kami bersedia menerima

segala konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

[nama kota], [tanggal/bulan/tahun]
Pembuat Pernyataan,
[nama jabatan)|
[nama satuan kerja]

Materai 10000

[nama pimpinan selaku ketua ZI|



